
 

 

 

 

 

BUPATI  PROBOLINGGO 

PROVINSI JAWA TIMUR  

 

PERATURAN BUPATI PROBOLINGGO 

NOMOR :    29    TAHUN 2018 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 6 TAHUN 2017 

TENTANG 

PELAYANAN KESEHATAN BAGI MASYARAKAT MISKIN  

DI KABUPATEN PROBOLINGGO 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

BUPATI  PROBOLINGGO, 

 

Menimbang  : Bahwa dalam rangka meningkatkan akses dan mutu pelayanan 

kesehatan bagi seluruh masyarakat agar tercapai derajat 

kesehatan masyarakat yang optimal serta hasil evaluasi 

pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin di Kabupaten 

Probolinggo, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang 

Perubahan Atas Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 6                   

Tahun 2017 tentang Pelayanan Kesehatan bagi Masyarakat 

Miskin di Kabupaten Probolinggo. 

 

Mengingat : 1.  Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan 

Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa 

Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 

Nomor 2 Tahun 1965 ; 

2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik 

Kedokteran;  

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan  

Daerah; 

SALINAN 
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4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem 

Jaminan Sosial Nasional;  

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan 

Publik; 

6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan; 

7. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah     

Sakit; 

8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang   

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; 

9. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan 

Penyelenggaraan Jaminan Sosial; 

10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; 

11. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga 

Kesehatan; 

12. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan; 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah; 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang 

Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan 

Minimal; 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang 

Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan; 

16. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan 

Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Presiden Nomor 111 Tahun 2013; 

17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 69 Tahun 2013 tentang 

Standar Tarif Pelayanan Kesehatan pada Fasilitas Kesehatan 

Tingkat Pertama dan Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan 

Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 

Kesehatan Nomor 59 Tahun 2014; 

18. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013  tentang  

Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional; 

19. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 228 Tahun 2002 

tentang Pedoman Standar Pelayanan Minimal di Rumah Sakit 

yang Wajib Dilaksanakan Daerah; 
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20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2005 

tentang Pelayanan Publik di Provinsi Jawa Timur; 

21. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2008 

tentang Sistem Jaminan Kesehatan Daerah di Jawa Timur;  

22. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2009 

tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi 

Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2008 tentang Sistem Jaminan 

Kesehatan Daerah di Jawa Timur sebagaimana telah diubah 

beberapa kali terakhir dengan Peraturan Gubernur Jawa 

Timur Nomor 62 Tahun 2012; 

23. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 45 Tahun 2011 

tentang Pejabat Pengelola Badan Penyelenggara Jaminan 

Kesehatan Daerah Provinsi Jawa Timur; 

24. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 05         

Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo 

Nomor 16 Tahun 2015; 

25. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 04            

Tahun 2013 tentang Organisasi dan  Tata Kerja Rumah Sakit 

Umum Daerah Waluyo Jati Kraksaan Kabupaten Probolinggo; 

26. Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 14 Tahun 2009 tentang 

Tata Cara Pengurangan/Keringanan Biaya Retribusi 

Perawatan Pasien Rawat Inap/Rawat Jalan bagi Masyarakat 

Miskin/Tidak Mampu di Rumah Sakit Umum Daerah Waluyo 

Jati Kraksaan Kabupaten Probolinggo; 

27. Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 12 Tahun 2012 tentang 

Pedoman Teknis Pelaksanaan Retribusi Pelayanan Kesehatan 

Dan Retribusi Pelayanan Kesehatan Untuk Kelas I dan Kelas 

Utama Pada RSUD Waluyo Jati Kraksaan Kabupaten 

Probolinggo; 

28. Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 79 Tahun 2015 tentang 

Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah di 

Lingkungan Pemerintah Kabupaten Probolinggo; 
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29. Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 6 Tahun 2017 tentang 

Pelayanan Kesehatan bagi Masyarakat Miskin di Kabupaten 

Probolinggo. 

 

MEMUTUSKAN : 

 

Menetapkan  : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN 

BUPATI PROBOLINGGO NOMOR 6 TAHUN 2017 TENTANG 

PELAYANAN KESEHATAN BAGI MASYARAKAT MISKIN DI 

KABUPATEN PROBOLINGGO. 

 

Pasal I 

Ketentuan Pasal 14 Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 6 Tahun 2017 tentang 

Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin di Kabupaten Probolinggo diubah 

sehingga berbunyi sebagai berikut : 

 

Pasal 14 

(1) Tarif pelayanan kesehatan untuk pasien miskin peserta JKN Penerima 

Bantuan Iuran yang mendapat pelayanan di Puskesmas dan di RSUD 

dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku; 

(2) Tarif pelayanan kesehatan untuk pasien miskin bukan peserta JKN Penerima 

Bantuan Iuran yang mendapat pelayanan di Puskesmas ditetapkan 

berdasarkan tarif pelayanan yang berlaku dan dibayar oleh Pemerintah 

Daerah. 

(3) Tarif pelayanan kesehatan untuk pasien miskin bukan peserta JKN Penerima 

Bantuan Iuran yang mendapat pelayanan di RSUD, ditetapkan berdasarkan 

tarif INA-CBG’s dan dibayar oleh Pemerintah Daerah. 

(4) Tarif pelayanan kesehatan untuk pasien miskin bukan peserta JKN Penerima 

Bantuan Iuran yang mendapat pelayanan di RSUD, ditetapkan berdasarkan 

tarif pelayanan yang berlaku dan dibayar oleh Pemerintah Daerah. 

(5) Tarif pelayanan kesehatan untuk pasien lainnya yang mendapat pelayanan               

di RSUD, ditetapkan berdasarkan tarif pelayanan yang berlaku dan dibayar 

oleh Pemerintah Daerah. 

(6) Pelayanan Keluarga Berencana Medik Operatif Wanita (MOW) bagi pasien 

miskin bukan peserta JKN Penerima Bantuan Iuran di RSUD dibiayai oleh 

Pemerintah Pusat dan kekurangannya ditanggung oleh Pemerintah Daerah. 

(7) Kekurangan biaya yang dibayar oleh Pemerintah Daerah sebagaimana 

dimaksud pada ayat (6) meliputi Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk 

jasa medis dan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk jasa sarana RSUD. 
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Disalin sesuai dengan aslinya : 
a.n. SEKRETARIS DAERAH 

Asisten Administrasi Pemerintahan dan Kesra 
u.b. 

KEPALA BAGIAN HUKUM 
 
 
 
 
 

SITI MU’ALIMAH, SH. M. Hum. 
Pembina Tingkat I  

NIP. 19630619 199303 2 003 

Pasal II 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  

 

 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 

Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten 

Probolinggo. 

 

  Ditetapkan di                   Probolinggo 

  Pada tanggal  17  Mei  2018 

Pj. BUPATI PROBOLINGGO 

ttd 

 

R. TJAHJO WIDODO, SH.M.Hum 

Diundangkan di         Probolinggo 
pada tanggal 18  Mei  2018 
       SEKRETARIS DAERAH 
 
                     Ttd 
 
      SOEPARWIYONO, SH, MH 
        Pembina Utama Muda 
   NIP. 19621225 198508 1 002 

 
BERITA DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO TAHUN 2018 NOMOR 29 SERI G1 
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